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BAB I

PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam
peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa ta-
kut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Anca-

man itu dapat ditimbulkan oleh bencana alam atau karena ben-
cana buatan manusia. Perpindahan penduduk dalam skala be-
sar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu
negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian suatu negara.
Kemudian masalah pengungsi meluas menjadi persoalan nega-
ra-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap meru
pakan masalah bersama umat manusia.

Perang Dunia ke I dan Perang Dunia ke II merupakan con-
ton hasil dari sebuah peradaban umat manusia, yang telah me-
nimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia, exodus besar-
besaran penduduk yang melintasi wilayah suatu negara meng-
ilhami betapa perlunya pengaturan secara intemasional. Kon-
vensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun
1967 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu bentuk
keperdulian masyarakat intemasional, terutama di Eropah pada
waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi.

Kerawanan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri di ne-
gara-negara di kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika Latin,
ataupun kawasan Asia bagian tenggara, terutama di kawasan
Indo-Cina menjurus kepada peruncingan bersenjata, terutama
yang bersifat non-intemasional. Manusia perahu merupakan ben
tuk pengungsi awal abad 20 yang lahir di kawasan Asia Teng
gara. Juga pengungsi domestik pasca reformasi yang terjadi di
Indonesia merupakan fenomena baru bahwa pengungsi itu tidak
saja merujuk kepada mereka yang pergi melintasi batas negara
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tetapi mereka-mereka yang masih dalam wilayah satu negara
juga disebut pengungsi dan memerlukan pengaturan yang khu-
sus. Keadaan yang terahir ini memerlukan adanya pedoman
yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertolongan dan
perlindungan terhadap mereka yang terlantar di dalam negeri
mereka sendiri. Sementara perlindungan dan pertolongan dari
negara induk masih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali.
Petunjuk itu kemudian apa yang disebut dengan Guiding Prin
ciples on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip Panduan
Bagi Pengungsi Internal yang dikeluarkan oleh Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (Kantor Perserikat-
an Bangsa-Bangsa Untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan).

Kalau diperhatikan organisasi intemasional yang bergerak di-
bidang kemanusiaan, seperti Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946)
telah memberikan banyak sumbangan untuk pembentukan ins-
trumen intemasional perlindungan para pengungsi. Kemudian di-
lanjutkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada masa Liga
Bangsa-Bangsa ini dibentuk Komisaris Tinggi untuk Pengungsi
(The High Commissioner for Refugees). Kemudian The Nansen
International Office for Refugees (1931-1938), The High Commis
sioner for Refugees Coming From Germany (1933-1938), The
Office of the High Commissioner of the League of Nations for Re
fugees (1939-1946), dan Intergovernmental Committee for Refu
gees (1938-1947). Disamping itu juga ada komisi lain yang juga
dibentuk dalam kerangka LBB ini, seperti UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration (1943), IRO (The
International Refugee Organization). Ahimya di tahun 1951 di
bentuk sebuah komisi yang sebelumnya hanya untuk masa kerja
beberapa tahun saja. Tetapi kemudian menjadi permanen badan
tersebut adalah UNHCR (United Nations High Commissioner for
Refugees). Tulisan ini mencoba untuk merangkum tulisan-tulisan
yang terdapat dalam buku ini dengan sistematika sebagai beri-
kut: Istilah dan Pengertian Pengungsi, Perlindungan Intema
sional Pengungsi, Hukum Pengungsi Intemasional, Pengungsi
dan Hak Asasi Manusia, Peran dan Tugas UNHCR, Penqunqsi
di Indonesia. • -

. Gilbert Jaeger., On the History of the International Protection of Refugees" IRCRC
September 2002 Vo. 83 No. 843, hal. 729 dalam: http://www.icrc.om/ Wph/Fnn/ site
enqQ.nsf/iwpList128/ 5BA471F787461F15C1256 B6600608ACF ^^
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B. ISTILAH DAN PENGERTIAN PENGUNGSI

Refugee merupakan istilah dalam bahasa Inggrisyang dalam
Bahasa Indonesia disebut pengungsi. Dalam Bahasa Inggris isti
lah refugee tidak menimbulkan permasalahan, karena dasar hu
kum perlindungan mereka adalah dua instrumen intemasional
tentang pengungsi yaitu Konvensi Tahun 1951 tentang Status
Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi
ataupun instrumen regional lainnya.

Instrumen-instrumen intemasional dan instrumen-instrumen
regional di atas memberikan beberapa kriteria yang harus dipe-
nuhi untuk dapat dikatakan seseorang itu memiliki haknya
dengan status sebagai pengungsi. Kriteria-kriteria seperti adanya
rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama, ke-
bangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat
politik, dan orang-orang itu berada diluar wilayah negaranya,
merupakan kriteria yang dipergunakan oleh UNHCR untuk men-
dapatkan statusnya sebagai pengungsi.

Dalam kasus pengungsi di Indonesia, khususnya dalam
konteks pengungsi Aceh, Kalimantan Barat, pengungsi Maluku,
belum seluruhnya memenuhi kriteria pengungsi menurut instru
men pengungsi. Unsur mereka masih berada dalam lingkup
wilayah Indonesia merupakan kendala bagi mereka untuk diakui
hak mereka dengan status sebagai pengungsi menurut Konvensi
tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi.
Pengungsi internal atau internal displacement merupakan istilah
baru untuk pengungsi daiam negeri di Indonesia berdasarkan
Guiding Principles on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip
Panduan Bagi Pengungsi Internal juga disebut dengan Internally
Dispaced Persons (IDPs). Dalam poin 2: Pengantar: Lingkup
dan Tujuan pengertian pengungsi internal (IDPs) adalah sebagai
berikut:

...internallly displaced persons are persons or
groups of persons who have been forced or obliged
to flee or to leave their homes or places of habitual
residence, in particular as a result of or in order to
avoid the effects of armed conflict, situations of
generalized violence, violations of human rights or
natural or human-made disasters, and who have not
crossed an internationally recognized State border'.
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Akibatnya dalam kasus-kasus yang melibatkan exodus pen
duduk secara besar-besaran karena adanya kerusuhan (bukan
karena konfl.k bersenjata intemasional), keterlibatan lembaqa-
embaga seperti Dinas Sosial, Departemen Dalam Negeri, Depar
temen Pertahanan dan Keamanan ataupun departemen peme-
nntah la.nnya mas.h dipertanyakan. Persoalannya adalah sejauh
mana perlakuan yang diberikan kepada orang-orang yanq
ripnn^V".' TemenUhi Standard yan9 telah ditetapkan sesuaidengan ketentuan instrumen intemasional atau regional di atas

2 PrS'E ^(2),bUkU Panduan Ba9j Peng"ngsi Internalmembenkan hak kepada lembaga-lembaga kemanusiaan inter-
nasional untuk menawarkan jasa mereka dalam upaya mem-
bantu para pengungsi internal.2 Namun karena persoalan do-
mest.k suatu negara lebih banyak bernuansa politis, negara
nasional lebifi suka mempekerjakan lembaga-lembaga nasional"
mereka. T.ngkat profesionalisme mereka tentu saja masih diper
tanyakan apab.la menyangkut dengan perlakuan terhadap para
pengungsi internal. Walaupun dalam Prinsip 25 poin 1 mene-
rangkan bahwa yang pertama-tama memiliki kewajiban dan
tanggungjawab untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke
pada para pengungsi internal adalah pihak-pihak berwenang di
tingkat nasional. Namun Poin 1 ini tidak menjelaskan pihak-
pihak yang berwenang itu siapa saja.

Kemban kepada istilah pengungsi di atas, dalam kurun waktu
antara 1935-1939, diartikan sangat sempit terbatas pada etnis
tertentu saja, m.salnya dalam the Arrangement relating to the
^e°f'denW Certificate to Russian and Armenia tanggal 12
Mai 1926 yang berbunyi sebagai berikut: 'any person of Russian
origin who does not enjoy or who no longer enjoys the protection
of the Government of the USSR and who has not acquired
another nationality'. Sedanokan definisi pengungsi Armenia
dirumuskan sebagai berikuf *any person of Armenian origin
formerly asubject of the Ottoman Empire who does not enjoy or
who no longer enjoys the protection of the Government of the
Turkish republic and who has not acquired another nationality'
Demikian juga perumusan pengungsi untuk pengungsi Jerman
Kurdi, Turki dan sebagainya. Konsep perlindungan yang terdapat

l^rnPrSnep5 S ,SeC,i°,n ,V PrindpleS Rela,in9,0 Humanitarian Assistance,
oThu^Sn MaST °" *'^^^™**** "» °™^™
3. Lih. Principle 25 (1) Ibid.
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dalam definisi-definisi pengungsi di atas, hanya menekankan pa
da usaha keamanan dan kemanusiaan para pengungsi.

Setelah tahun 1951 banyak sekali pergolakan-pergolakan
yang berupa peruncingan senjata antar negara yang menyebab-
kan pengungsian penduduk secara besar-besaran. Secara yuri-
dis para pengungsi yang terjadi pada pasca tahun 1951 tidak me-
menuhi kriteria pengungsi menurut Konvensi tahun 1951 yang
hanya menekankan pada peristiwa yang terjadi sebelum tahun
1951 baik yang terjadi di Eropa ataupun di tempat lain. Demikian
juga dalam Statuta UNHCR tahun 1951. Secara lengkap Kon
vensi tahun 1951 dan Statuta UNHCR berbunyi sebagai berikut:

A. For the purposes of the present Convention, the term
"refugee,... shall apply to any person who:

(1) Has been considered a refugee under the Ar
rangements of 12 May 1926 and 30 June 1928
or under the Conventions of 28 October 1933
and 10 February 1938, the Protocol of 14 Sep
tember 1939 or the Constitution of the Internatio
nal Refugee Organization;

(2) As a result of events occurring before 1 January
1951 and owing to well-founded fear of being
persecuted for reasons of race, religion, na
tionality, membership of a particular social group
or political opinion, is outside the country of his
nationality and is unable, or owing to such fear,
is unwilling to avail himself of the protection of
that country; or who, not having a nationality and
being outside the country of his former habitual
residence as a result of such events, is unable
or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

B. (1) For the purposes of this Convention, the words
"events occurring before 1 January 1951" in article 1,
section A, shall be understood to mean either (a)
"events occurring in Europe before 1 January 1951"; or
(b) "events occurring in Europe or elsewhere before 1
January 1951"; and each Contracting State shall make
a declaration at the time of signature, ratification or
accession, specifying which of these meanings it
applies for the purpose of its obligations under this
Convention.
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Demikian juga dalam Statuta UNHCR tahun 1951 (Pasal 1)
pengungsi juga dirumuskan sangat umum dan hati-hati sekali dan
masih merujuk kepada situasi yang terjadi sebelum tahun 1951
yaitu:

'As a result of events occuring before 1 January 1951
and owing to well-founded fear of being persecuted
for reasons of race, religion, nationality, member
ships of a particular social group or political opinion,
is outside the country of his nationality and is unable,
or owing to such fear, is unwilling to avail himself of
the protection of that country; or who, not having a
nationality and being outside the country of his
former habitual residence as a result of such events,
is unable or, owing to such fear, is unwiling to return
to if.

Bertitik tolak dari fakta itu maka dalam Protokol tentang Sta
tus Pengungsi tanggal 31 Januari 1967 kata-kata "As a result of
events occurring before 1 January 1951" dihilangkan. Maksud
daripada penghilangan kalimat "sebagai akibat dari peristiwa
sebelum 1 Januari 1951" itu adalah agar semua kejadian yang
menimbulkan arus pengungsi secara besar-besaran yang terjadi
pasca tahun 1951 dapat dimasukan dalam kategori pengungsi
menurut Protokol.

Beberapa instrumen pengungsi yang diberlakukan secara
regional di kawasan tertentu seperti Afrika dan Amerika Latin,
memberikan definisi yang agak berbeda dengan definisi pe
ngungsi yang diatur dalam instrumen-instrumen sebelumnya,
seperti Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa (1969) ataupun the Cartagena Declaration on
Refugees (1984). Ciri-ciri khas dari dua instrumen regional
terakhir ini disamping tetap merujuk kepada definisi pengungsi
menurut Konvensi tahun 1951 atau Protokol..tahun 1967 juga
memasukkan tentang ciri-ciri khas yang ada didaerah itu yaitu
adanya'...oywng to external aggression, occupation, foreign
domination or events seriously disturbing public order in either
part or the whole of his country of origine or nationality, is
compelled ...e Juga dalam Deklarasi Kartagena telah mem-
perluas pengertian atau definisi pengungsi yang terdapat dalam

6. Lih. Article 1(2): Definition of the term "Refugee" dalam Convention Governing the
Specific Aspects of Refugee Problems in Africa (1969
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Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status
Pengungsi, yaitu "... icludes among refugees persons who have
fled their country because their lives, safety or freedom have
been threathened by generalized violence, foreign aggression,
internal conflicts, massive violation of human rights or other
circumstances which have seriously disturbed public order'.7

Sangat menarik dari dua instrumen regional tentang pe
ngungsi di atas, kalau kita berbicara tentang pengungsi internal di
Indonesia. Walaupun sudah ada buku panduan tentang pe
ngungsi internal, namun prinsip-prinsip panduan itu belum me-
miliki landasan hukum yang kuat. Demikian juga kalau dilihat
dalam Keputusan Presiden Rl Momor 3 tahun 2001 yang tidak
memberikan penjelasan mengenai pengertian pengungsi. Karena
itu sudah selayaknya Pemerintah mengeluarkan peraturan ber-
kaitan dengan pengungsi dalam negeri, dengan merujuk kepada
ketentuan Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967. Se-
hingga walaupun Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen
intemasional di atas, perlakuan terhadap para pengungsi baik
yang bersifat lintas batas atau pengungsi internal tetap meme-
nuhi standard baku intemasional.

C. PERLINDUNGAN PENGUNGSI

Perlindungan terhadap para pengungsi telah dikenal dalam
Perjanjian Lama bahwa memberikan perlindungan terhadap
orang-orang pelarian yang membutuhkan perlindungan karena
telah melakukan perbuatan kriminal, merupakan suatu keharus-
an. Praktek diatas kemudian berkembang dimana gereja dapat
memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang minta per
lindungan gereja yang kemudian diperkuat melalui Council of
Sardis di tahun 347 dan hukum Theodosius abad ke 4 dan hu
kum Justinian dalam abad ke 6. Sampai tahun 1983, the Code
of Canon Law Gereja Katholik Romawi masih memasukan ke
tentuan di atas bahwa: "A church enjoys the right ofasylum, so
that guilty persons who take refuge in it must not be taken from it,

. Lih. Part II (3) Cartagena Declaration onRefugees (1984).

. Bill Frelick, Director of Policy: Entry for the Human Rights Encyclopedia dalam
Worldwide Refugee Information: U.S. Committee for Refugee: Evolution of the Term
Refugee'. •• •
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except in the case of necessity, without the consent of the
ordinary, or at least of the rector of the church"9

Dalam agama Islam, prinsip pemberian perlindungan kepada
orang asmg yang kemudian dikenal dengan sebutan suaka {asy
lum) memiliki landasan hukum agama yang kuat yaitu diatur
dalam Al-Qur'an dalam Surah Ibrahim (XIV) ayat 35. dan Surah
Al-Barrah (IX) ayat 6. Bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada
Tuhan agar mesjid yang beliau dirikan bersama Nabi Ismail yang
kemudian bernama masjidil Haram di kota Mekkah, merupakan
tempat yang aman (asylum) bagi orang-orang yang membutuh-
kan perlindungan. Mesjid merupakan tempat yang suci dan
rumah Tuhan, sehingga tidak ada kekerasan terhadap mereka-
mereka yang mencari perlindungan di dalam Masjidil Haram
Demikian juga dalam Surah Al-Barrah (Kebebasan) (IX) yang
mengharuskan untuk memberikan perlindungan kepada oranq-
orang yang membutuhkan perlindungan.10

Perlindungan para pengungsi baru memiliki nuansa inter-
nasional dimulai pada saat Liga Bangsa-Bangsa yaitu setelah
Perang Dunia Pertama berakhir. 11 Perlindungan para pengungsi
pada masa mi dicerminkan dalam perumusan istilah pengungsi
yang hanya difokuskan pada keetnisan dan asal wilayah dari
orang-orang yang terlantar (displaced persons), khususnya
mereka-mereka yang tidak memiliki warga negara. Perumusan ini
tentu saja menyimpang dari ketentuan hukum intemasional yang
berlaku umum pada waktu itu. Koreksi atas penyimpangan itu
adalah dikeluarkannya "Nansen Passport" untuk kelompok-
kelompok nasional yang telah kehilangan perlindungan dari
negara asal me/eka seperti dalam kasus di atas.

Selama periode Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946) berbagai
badan dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi; The
Nansen International Office for Refugees (1931 -1938), The Office

9 The Canon, No. 1179, dikutip dari Bill Frelick, Director of Policy: Entry for the
Human Rights Encyclopedia dalam... Op cit.
10 Dalam tradisi masyarakat Badui yaitu pada masa pra-lslam terdapat suatu tradisi
untuk memberikan perlindungan (asylum//gra) terhadap orang asing selama tiqa hari
Kemudian tradisi in. diperluas terhadap orang-orang yang meminta perlindungan pada
waktu terjad. peperangan. Lih. Bab II. Perlindungan Intemasional Pengungsi, Supra

•Gilbert Jaeger., 'On the History of the International... hal. 727; Juga Lih. Waldo
Chamberlin Leaque of Nations", Encyclopedia Americana, vol. 17 Grolier In
corporated 1984, hal. 111; juga: Daniele, Clive Nettleton and Hugh Poulton Re-
ZeiJntUm '" ErPG?' L°nd0n: MRG' da,am anonim- V&at is Refugee(nttp.//migration.ucc.ie/ immigration/ what_is_a_refugee.htm)
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of The High Commissioner for Refugees Coming From Germany
(1933-1938), The Office of The High Commissioner of The Lea
gue of Nations for Refugees (1939-1946) dan Intergovernmental
Committee for Refugees (1938-1947). Perlindungan intema
sional terhadap para pengungsi semakin memiliki landasan hu
kum yang kuat pada waktu dibentuk The International Refugee
Organization (IRO) pada tanggal 15 Desember 1946 melalui Re-
solusi 62 (1) Majelis Umum PBB yang memberikan rincian secara
jelas mengenai fungsi dan kewenangan IRO. Mulai dari regis-
trasi, penentuan status pengungsi, repatriasi, sampai ke penem-
patan kembali pengungsi.13 Disamping itu, IRO juga diberi kewe
nangan untuk membantu "displaced persons" (orang-orang yang
terlantar).14

Lembaga terakhir yang dibentuk dalam kerangka Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa adalah United Nations High Commis
sioner forRefugee (UNHCR) dibentuk berdasarkan Resolusi Ma
jelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 428 (V), dan keber-
adaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Awal pembentukan
UNHCR adalah untuk masa tiga tahun yaitu dari 1 Januari 1951
sampai dengan 31 Desember 1953, namun masa kerja itu diper-
panjang untuk lima tahun berikutnya yaitu 1958, 1963, 1968 dan
1973. UNHCR menggantikan IRO (1947-1952) yang juga akhir-
nya mengambil alih kerja urusan pengungsi dari UNRRA (1943-
1947). Dalam melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman ke
pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan ECOSOC. Dalam Statuta UNHCR tahun
1950 menyebutkan tentang fungsi utama UNHCR adalah:15

'providing international protection" and "seeking per
manent solution to the problem of refugees by
assiting Governments to facilitate the voluntary repa
triation of such refugees, or their assimilation within
the new national communities'

12. Ibid., hal. 729

3. Lih. Pasal 2 Konstitusi IRO. Pada masa IRO, dicatat terdapat pengungsi yang
datang dari 30 negara, terutama Eropa bagian timur. Dari bulan Juli 1947 sampai
dengan Januari 1952, IRO telah memukimkan kembali sebanyak satu juta pengungsi
ke negara dunia ke tiga, merepatriasi pengungsi sebanyak 73.000 orang dan
mengurus 410.000 orang yang terlantar di negara mereka sendiri (Human Rights and
Refugees, Human rights Fact sheet No. 20, Printed at United Nations, Geneva, 1994
hal. 4.)
'". Training Module RLD 1 June 1992 UNHCR, An Introduction to the International
Protection of Refugees, hal. 8-9.
?. Lih. Statuta UNHCR tahun 1950.
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Untuk melaksanakan fungsi di atas UNHCR melakukan ko-
ordinasi, membuat liasons (penghubung) dengan pemerintah-
pemerintah, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM
dan organisasi-organisasi antar pemerintah. UNHCR mencari
penyelesaian yang permanen terhadap masalah pengungsi me
lalui repatriasi sukarela.16 Karena itu dalam melaksanakan man-
dat diatas, kriteria yang dijadikan ukuran untuk seseorang pe
ngungsi hams memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam
Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 195117 '...is a
person who, because of fearofpersecution arising from his race,
creed, or political philosophy, is living outside his former home
country andis unable orunwilling toavail himself of that country's
protection.'

Kalau diperhatikan konsep perlindungan yang diberikan oleh
UNHCR lebih menekankan pada usaha pengembangan instru
men hukum intemasional untuk kepentingan para pengungsi dan
memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan
ketentuan instrumen hukum intemasional.18

D. HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Bertitik tolak dari perlindungan intemasional terhadap para
pengungsi di atas, dirasakan betapa perlu adanya suatu bidang
hukum yang baru dalam hukum intemasional yang berkaitan de
ngan pengungsi. Ada yang mengatakan bahwa Hukum Pe
ngungsi Intemasional ini merupakan cabang dari Hukum Hak
Asasi manusia. Pertanyaan yang mendasar adalah: "Apa itu Hu
kum Pengungsi", "Apa-apa saja yang diatur di dalam Hukum
Pengungsi". Seljagai sebuah cabang dari ilmu hukum yang baru
lahir dan masih berusia sangat muda, tentu saja definisi yang
dikemukakan dibawah ini belum dapat memberikan kepuasan
kepada setiap orang. Walaupun demikian, secara umum dapat
dikatakan bahwa Hukum Pengungsi Intemasional itu adalah se-
kumpulan peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instru-

. Aronim, "Protection and resettlement of refugees", dalam: http:// www.irvl.net/
constitution-IRO.htm

17. Lih. Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan bandingkan
dengan Protokol tahun 1967, dan Deklarasi mengenai TentorialAsylum tahun 1967.
,B. Khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk
mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.
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men-instrumen intemasional dan regional yang mengatur tentang
standar baku perlakuan terhadap para pengungsi.19

Perlu diketahui bahwa Hukum Pengungsi Intemasional ma
sih sangat muda yang ditandai dengan disahkannyaTfre 1951
Convention Relating to the Status of Refugees. Setelah Perang
Dunia Pertama. Perkembangan Hukum Pengungsi semakin eksis
dengan ruang lingkup yang universal saat disahkannyaTfte 1967
Protocol Relating to the Status of Refugees. Ditambah lagi de
ngan adanya keinginan masyarakat intemasional di beberapa
belahan bumi tertentu untuk mengatur masalah pengungsi yang
ada di dalam kawasan mereka, misalnya di Afrika,20 Eropa21 dan
Amerika Latin.22

Sebagai cabang ilmu hukum intemasional yang masih sangat
muda belia keampuhan Hukum Pengungsi Intemasional masih
diperdebatkan terutama bila dihubungkan dengan daya ikat hu
kum intemasional itu sendiri yang menekankan pada moral
intemasional.23 Pertanyaan semakin serius dikemukakan apabila
dihubungkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengungsi
dari tahun ke tahun.24 Pertanyaan yang diajukan disini adalah
mengapa instrumen pengungsi baik pada tingkat intemasional
ataupun pada tingkat regional tidak dapat mengatasi masalah
pengungsi?. Argumentasi yang dikemukakan beraneka ragam
antara lain: Hukum intemasional tidak memilki kewenangan untuk

. Instrumen-instrumen intemasional dan instrumen regional yang dimaksud dalam
definisi di atas adalah: Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951; Protokol
Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi; Instrumen lain yang memiliki daya laku
intemasional seperti The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons,
The 1961 Convention on the Reduction of Stateless Persons, The Geneva Convention
of 1949 Relating to the Protection of Civilian Persons in Time of War, The 1977
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, The 1967 United
Nations Declarartionon Territorial Asylum dan Instrumen regional tentang Pengungsi
seperti Afrika, Eropa, dan Amerika Latin (Dikutif dari: Training Module RLD 1 June
1992 UNHCR, An Introduction to the International Protection of Refugees, hal. 17).
20. Misalnya Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in
Africa tahun 1969, lih. Bab IV Pengungsi dan hak Asasi Manusia, Supra.
21. Antara lain spt. European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees (ETS
No. 031) entered into force April 9, 1960; European Agreement on Transfer of
Responsibility for Refugees (Strasbourg, 16.X.1980).
22. Seperti antara lain Cartagena Declaration on Refugees tahun 1984.
23. Lih. J.G. Starke, Introduction to International Law, Ninth Edition, London, But-ter-
wrths, 1984, hal. 17
24'. Misalnya saja di tahun 1951 dicatat jumlah pengungsi 1 juta orang dan di tahun
2001 telah berjumlah 21.126.010 orang. Lih. UNHCR, Konvensi Pengungsi Tahun
1951: Pertanyaan dan Jawaban, Diterbitkan oleh UNHCR Public Information Section,
hal. 10 (tt)
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masuk kedalam jurisdiksi nasional suatu negara,25 instrumen-
instrumen pengungsi di atas tidak dirancang untuk mencegah
terjadinya pengungsi, melainkan untuk menetapkan standard
baku yang berlaku secara intemasional dalam memperlakukan
para pengungsi, faktor lainnya adalah beberapa negara yang
telah meratifikasi konvensi masih mereservasi pasal-pasal Kon
vensi tahun 1951, Konvensi tahun 1951 itu sendiri menentukan
beberapa pasal-pasalnya tidak dapat direservasi dan harus
diterima secara utuh.26 Terlepas dari argumentasi diatas, walau
pun suatu negara yang belum atau bukan peserta Konvensi
tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 ataupun intsrumen intema
sional pengungsi, tidak berarti bahwa negara itu dapat mele-
paskan diri dari tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat
dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Ketentuan
tentang prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara uni
versal dan diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab tetap me-
ngikat negara-negara, per se.27 Terutama terhadap ketentuan
Pasal 33 Konvensi tahun 1951 yang mengatur prinsip non-
refoulement.

Berkaitan dengan instrumen-instrumen intemasional dan re
gional tentang pengungsi paling tidak terdapat lima prinsip umum
yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Intemasional yang
perlu diketahui, seperti prinsip suaka (asylum), non eks tradisi,
non refoulement, hak dan kewajiban negara terhadap para
pengungsi, kemudahan-kemudahan {facilities) yang diberikan
oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi.28

25. Sebuah kejadian untuk dapat dikatakan telah mengancam perdamaian dan
keamanan intemasional harus memenuhi ketentuan Bab VII (Tindakan yang berkaitan
dengan Ancaman terhadap Perdamaian, Peianggaran terhadap Perdaiaman, dan
Tindakan-Tindakan Agresi) pasal 39-51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih.
Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, United
Nations, New York, 1994.
26 Seperti Pasal 1 tentang Definisi pengungsi, Pasal 3 tentang non-diskriminasi
terhadap ras, agama atau negara asal, Pasal 4 tentang Kebebasan menjalankan
agama; Pasal 16:1 tentang Kebebasan ke pengadilan; Pasal 33 tentang non-
refoulment (tidak dipulangkan); dan Pasal 36-46 tentang informasi mengenai
perundangan nasional dan klausula akhir. Perkembangan baru dalam Protokol tahun
1967 tentang Status Pengungsi bahwa Negara-negara dibolehkan melakukan
reservasi terhadap pasal-pasal 36-46 Konvensi tahun 1951
27. Lih.Pasal38 Statuta MahkamaIntemasional, Opcit.
28. Lih. Asilumdalam Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Third Edition,
The English Language Book Society and Oxford University Press, 1979, Chapter XVI:
Diplomatic and Cosular Relations, hal. 344-361, juga lih. Enny Soeprapto,
"Perlindungan Intemasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi,
Suatu Pengantar", Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek
Hukum Refugees dan Displaced Persons, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
Padang, 30 Juli 1998.
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E. PENGUNGSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Berbicara tentang pengungsi ini akan sangat menarik apabila
dihubungkan dengan hakasasi manusia. Mengapa demikian, ka
rena pengungsi adalah kelompok manusia yang sangat rentan
terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya
maupun dinegara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah
orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokemen
perjalanan. Kepergian mereka ke tempat atau ke negara lain,
bukan atas kelnginan diri peribadi tetapi karena terpaksa karena
tidak adanya jaminan keselamatan dari negara domisili dan
mereka tidak ingin mendapatkan jaminan itu. Dengan demikian
wajar saja kalau peianggaran terhadap hak asasi pengungsi tidak
dapat dihindari. Pengungsi adalah manusia, sehingga mereka
juga memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara sama
seperti warga negara lainnya. Oleh karena itu berkaitan dengan
masalah pengungsi dan hakasasi manusia ini terdapat beberapa
instrumen hakasasi manusia intemasional dapat dijadikan dasar
perlindungan terhadap para pengungsi tersebut. Instrumen hak
asasi manusia intemasional itu adalah: Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR).

Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua negara-ne
gara di dunia ini telah menjadi peserta pada Konvensi-konvensi
Hak Asasi Manusia Intemasional, karena diantara konvensi itu
terdapat pasal-pasal yang sangat sensitif dengan permasalahan
yang ada dalam negeri mereka. Salah satu contoh ketentuan
yangterdapat dalam ICCPR dan ICESCR yang memberikan pe-
ngakuan terhadap kelompok bangsa atau masyarakat (peoples)
dapat menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri, hak ber-
politik, dan hak dalam bidang ekonomi dan kebudayaan.29 De
ngan diratifikasinya instrumen hak asasi manusia ini menjadikan
masalah hak asasi manusia tidak tunduk dalam yurisdiksi
domestik suatu negara. Walaupun hukum perjanjian intemasional
telah memberikan beberapa solusi seperti penggunaan "reser
vasi" untuk tidak terikat kepada pasal-pasal tertentu, namun re-

Uh. Pasal 11CCPR dan Pasal 1 ICESCR.
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